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PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan tumpuan dan harapan dari semua orang tua. Anak merupakan
penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita
bangsa. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah “Seorang yang belum berusia 18
tahun dan bahkan masih dalam kandungan”.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak Tahun
2002 adalah untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk mewujudkan anak Indonesia yang
berkualitas, mulia dan makmur.!

Demi terwujudnya hak-hak anak tersebut, sudah seharusnya upaya
perlindungan anak dimulai sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi
secara optimal. Sekarang ini tanpa disadari banyak perlakuan yang tidak seharusnya
diterima ataupun dialami seorang anak. Hal ini disebabkan karena maraknya
masalah hukum yang melibatkan seorang anak. Keterlibatan seorang anak dalam
masalah hukum menjadikan masyarakat tidak peka terhadap keadilan dan
meremehkan peran anak sebagai generasi penerus bangsa. Kondisi ini semestinya

menjadi perhatian yang mendalam bagi orang tua dalam mendampingi dan

! Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana,
Yogyakarta:Andi, him. 107.



mengawasi perilaku anak. Ketidaktahuan anak inilah yang sering menjadikan anak
melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dan cenderung berbuat jahat.
Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu
permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh anak sering disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: adanya dampak
negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang
komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Semua hal ini telah membawa
perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap
nilai dan perilaku anak,? di mana semakin banyak anak yang berhadapan dengan
hukum.

Anak adalah subyek yang masih dalam posisi rawan pada tahap pengembangan
kapasitas, yang erat kaitannya dengan hubungan sebab akibat antara hak untuk
hidup dan hak untuk bertahan hidup, dan hak atas tumbuh kembang anak serta
pemenuhan kebutuhan dan perlindungan, bebas dari kekerasan dan diskriminasi.®

Khusus bagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan,
setiap perilaku yang merugikan, merusak atau mengurangi hak anak untuk

kelangsungan hidup akan berakibat serius dan fatal bagi kehidupan anak.

2 https://media.neliti.com/media/publications/281794-efektivitas-pengadilan-anak-terhadap-tin-
17fc5f32.pdf diakses pada 9 September 2021.

% Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana,
Yogyakarta:Andi, him. 48.
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Kecenderungan ini membawa anak ke dalam peradilan pidana anak, sehingga anak
selalu menjadi sasaran kriminalitas.*

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak menjelaskan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang
selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana”. Hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana sudah diatur dalam Pasal 3
Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang
menyebutkan bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:®

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan
sesuai dengan umurnya;

. dipisahkan dari orang dewasa;

. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

. melakukan kegiatan rekreasional;

. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang
kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan
martabatnya;

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

i. tidak dipublikasikan identitasnya;

J. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang
dipercaya oleh anak;

k. memperoleh advokasi sosial;

I. memperoleh kehidupan pribadi;

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

n. memperoleh pendidikan;

0. memperoleh pelayananan kesehatan; dan

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Selanjutnya Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang sedang
menjalani masa pidana berhak:®

a. mendapat pengurangan masa pidana;

b. memperoleh asimilasi;

c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;

d. memperoleh pembebasan bersyarat;

e. memperoleh cuti menjelang bebas;

f. memperoleh cuti bersyarat; dan

g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 4 Ayat (2) mengatur bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tersebut diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik,
sosial dan mental. Karena perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan
dalam suatu masyarakat, maka perlindungan anak diusahakan dalam berbagai
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.’

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian
kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak

anak. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan cara melakukan advokasi

terhadap anak dan hak-haknya, pengawasan ekstra terhadap anak baik secara

6 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
" Rini Fitriani, 2016, “Peran Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan
Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11 No. 2, him. 253.



pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut
ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh
eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.®

Istilah advokasi sangat lekat dengan istilah hukum. Menurut Bahasa Belanda,
advocaat atau advocateur berarti pengacara atau pembela, sehinga tidak
mengherankan jika advokasi sering diartikan sebagai kegiatan pembelaan kasus
atau beracara di pengadilan. Ide dasar advokasi sendiri diklaim oleh sebagian orang
berasal dari tradisi hukum Barat yang dikenal sejak era pencerahan (the
enligtenment age), tempat munculnya gagasan gerakan kebebasan dan demokrasi.
Sebagian lain menyebutkan bahwa lahirnya bantuan hukum sudah ada sejak zaman
Yunani dan Romawi Kuno, yaitu ketika para filsuf Yunani mendiskusikan beberapa
aspek yang berkaitan dengan Tuhan, alam dan manusia. Pada waktu itu bantuan
hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu
pekerjaan yang mulia, Kkhususnya untuk menolong orang-orang tanpa
mengharapkan atau menerima imbalan apapun®.

Menurut Johns Hopkins advokasi adalah usaha untuk memengaruhi kebijakan
publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif.:® Menurut Zastrow
advokasi adalah aktivitas yang berusaha untuk memberikan pertolongan kepada
Klien atau partner kerja agar bisa mencapai layanan yang sebelumnya telah

ditolak.!* Selain itu advokasi juga bisa memberikan ekspansi terhadap layanan yang

8 Ibid.

9 https://www.merdeka.com/jabar/advokasi-adalah-upaya-pembelaan-berikut-tujuan-dan-jenisnya-
kln.html?page=all diakses pada 16 Oktober 2021.

10 1pid.

11 1bid.



https://www.merdeka.com/jabar/advokasi-adalah-upaya-pembelaan-berikut-tujuan-dan-jenisnya-kln.html?page=all
https://www.merdeka.com/jabar/advokasi-adalah-upaya-pembelaan-berikut-tujuan-dan-jenisnya-kln.html?page=all

dimaksud agar semakin banyak lagi orang yang bisa terwadahi. Julie Stirling
mengatakan bahwa advokasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara
bertahap atau berproses. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan
maksud mengubah kebijakan publik. Tindakan yang dilakukan tersebut sudah
terorganisir maupun terarah sehingga lebih mudah tercapai'?.

Secara umum, bisa dikatakan bahwa advokasi bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa yang terjadi antar orang maupun antar kelompok, sehingga kegiatan
advokasi sangat berkaitan dengan hukum. Kesadaran masyarakat tentang
pentingnya advokasi dan serangkaian hukum di dalamnya dapat membantu
mengatasi permasalahan serius yang terjadi di lingkungan masyarakat*2.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan mengartikan advokasi sebagai upaya
pemberian jaminan kepada pihak yang sedang terlibat dengan kasus untuk
memperoleh keadilan.* Jadi, advokasi bisa juga diartikan sebagai pendampingan.
Pendampingan yang dilakukan terhadap korban untuk memperoleh keadilan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan
pendampingan sebagai pekerja sosial yang mempunyai kompetensi di dalam
bidangnya.'® Jika pendampingan di hadapan pengadilan, maka pendamping
haruslah ahli hukum. Jika pendampingan bertujuan untuk memulihkan kondisi
psikis korban, maka harus dilakukan psikolog atau konselor. Advokasi dan

perlindungan tidak dapat dipisahkan. Kedua hal ini saling beriringan dan sejalan.

12 1hid.

3 1bid.

14 Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual:
Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung: Refika Aditama, him. 23.

15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Perlindungan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002
tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi adalah “bentuk
pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat
keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban
dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang
diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan
di sidang pengadilan”.

Perlindungan korban tindak pidana dapat juga diartikan sebagai perlindungan
untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah
menjadi  korban tindak pidana.l” Segala sesuatu yang dapat meringankan
penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud
dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat
dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental
korban.

Seorang advokat anak juga dapat berusaha untuk memastikan bahwa anak-anak
yang berhadapan dengan hukum memiliki akses ke sumber daya atau layanan yang
akan bermanfaat bagi kehidupan mereka seperti pendidikan , pengasuhan anak
dan pengasuhan yang tepat.*®

Penanganan anak yang mengalami kasus hukum selama ini masih sangat kurang

memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik

bagi anak. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

16 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Jakarta Press: Permata Press, 2012, him. 128.

17 Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, him. 56.
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Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum tersebut bersifat cuma-cuma atau
prodeo. Aturan lain yang perlu diingat oleh advokat atau pemberi bantuan hukum
adalah mereka perlu memperhatikan kepentingan terbaik anak dan bekerja keras
untuk menjaga suasana keluarga.'® Selain itu, advokat dan aparat penegak hukum
lainnya tidak diperbolehkan memakai baju panjang atau atribut resmi demi menjaga
kemaslahatan peradilan anak.?® Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum
(ABH) harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan
Kepres No 36 Tahun 1990 yang mengamanatkan bahwa proses hukum dilakukan
sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Ada empat
kategori dalam konvensi hak anak yaitu hak kelangsungan hidup (survival rights),
hak untuk mendapat perlindungan (protection rights), hak untuk tumbuh dan
berkembang (development rights), dan hak berpartisipasi (participation rights)?..
Lembaga advokasi yang biasa dikenal adalah LKBH atau lembaga konsultasi
dan bantuan hukum. Lembaga ini memiliki orientasi non profit, yang memiliki
fungsi kemanusiaan memberikan advis hukum (bantuan hukum) baik di dalam
ataupun di luar peradilan. Lembaga advokasi anak mempunyai peran penting dalam
mendampingi anak yang merupakan pelaku tindak pidana karena seharusnya anak
mendapatkan bantuan hukum layaknya orang dewasa ketika sedang menghadapi
masalah hukum, namun pada kenyataanya anak secara langsung menghadapi hal itu

tanpa mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, ditambah stigma

19 pasal 18 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, selain
advokat atau pemberi bantuan hukum, hal tersebut wajib pula dilakukan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik,
Penuntut Umum, dan Hakim.

20 Pasal 22 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

21 Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, him. 27.



masyarakat yang kadang mengkritik mereka sangat pedas dan sering mengucilkan
mereka karena telah menjadi pelaku tindak pidana.??

Salah satu lembaga di Kota Semarang yang melakukan advokasi hak-hak anak,
termasuk ABH adalah Yayasan Setara. Sebagai lembaga advokasi anak, maka
Yayasan Setara perlu memastikan terpenuhinya kebutuhan dalam proses
penanganan ABH, seperti: pendekatan restorative, menjalin sinergisitas antara
lembaga-lembaga yang terkait baik penegak hukum maupun lembaga pemerintah
termasuk tokoh masyarakat dalam menyelesaikan kasus ABH yang berbasis
komunitas/masyarakat, merespons kebutuhan anak berdasarkan kepentingan
terbaik anak sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-
undangan.

Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Lembaga Advokasi
Anak Dalam Mendampingi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Yayasan
Setara Kota Semarang )” dan akan dilakukan pengkajian secara lebih mendalam
serta mengetahui peran lembaga advokasi anak dalam mendampingi anak pelaku
tindak pidana di Yayasan Setara Kota Semarang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, beberapa rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran lembaga advokasi anak dalam memberikan perlindungan

terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

22 http://www.pengertiandefinisi.com/2012/03/pengertian-advokasi.html, diakses pada 14 Januari
2020.
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2. Apa kendala yang dialami oleh lembaga advokasi anak dalam memberikan
perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ?
C. TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui peran lembaga advokasi anak dalam memberikan
perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan
Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh lembaga advokasi anak dalam
memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
D. KEGUNAAN PENELITIAN
1. Praktis
a. Masyarakat
Mampu memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi
masyarakat luas mengenai peran lembaga advokasi anak dalam mendampingi
anak yang melakukan tindak pidana.
b. Pemerintah
Mampu menambah pemahaman mengenai proses pendampingan Yyang
dilakukan oleh lembaga advokasi anak ketika menghadapi anak yang
melakukan tindak pidana.
2. Teoritis
Mampu mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu
hukum yang diperoleh serta mampu menjadi masukan bagi lembaga advokasi
anak yang lain dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak

yang melakukan tindak pidana.
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E. METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti
atas perumusan masalah untuk mengkontruksikan sebuah gejala hukum yang
kompleks dan holistik.?3
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan
untuk menggambarkan bagaimana Peran Lembaga Advokasi Anak Dalam
Mendampingi Anak Pelaku Tindak Pidana. Gambaran tersebut kemudian akan
dianalisis dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
serta pendapat para ahli hukum.
3. Objek Penelitian
Objek penelitian adalah seluruh informasi terkait dengan Peran Lembaga
Advokasi anak dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana di kota
Semarang (studi kasus di Yayasan Setara Kota Semarang).
4. Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang akan digunakan adalah data primer (primary data) dan data
sekunder (secondary data). Data primer adalah data yang diperoleh langsung
dari sumbernya. dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, literatur yang berhubungan dengan objek penelitian,

23 petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas
Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, him. 17.
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hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan
perundang-undangan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah
sebagai berikut:
a Studi Lapangan
Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Data primer
diperoleh dengan cara mewawancarai narasumber dan responden secara
langsung dengan mempersiapkan pertanyaan yang diajukan kepada pihak
narasumber yang akan diwawancarai yang mengetahui atau memahami
secara mendalam kasus mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum. Pihak
yang akan diwawancarai adalah Yayasan Setara, terdiri dari 2 (dua) orang
anggota lembaga advokasi anak yang pernah mendampingi anak pelaku
tindak pidana.
h. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah salah satu teknik mencari data sekunder. Studi
kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-
bahan pustaka yang relevan berupa:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri

dari norma-norma dasar, seperti konstitusi, peraturan MPR, Peraturan

24 Zainuddin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Sinar Grafika, him. 106.
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perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi (hukum
adat), preseden dan perjanjian?®, bahan hukum tersebut terdiri atas:
a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia,
¢) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak,
d) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak,
e) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer
dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer
misalnya berkas-berkas lembaga advokasi anak dalam mendampingi
anak pelaku tindak pidana, literatur, doktrin dan pendapat para ahli.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer
dan sekunder misalnya bibliografi, Kamus Bahasa Indonesia dan

Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Glossary?®.

25 Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata, him. 17.

%6 petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata, him. 9.
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5. Pengolahan dan Penyajian Data
Untuk menjawab permasalahan penetian data disusun secara sistematis.
Data yang sudah terkumpul dan disusun secara sistematis kemudian dipilih dan
diolah dengan menggunakan metode analisis data yaitu dengan menggunakan
metode kualitatif, yang mana dalam metode analisis tidak menggunakan
bantuan hitungan sistematis. Analisis dilakukan terhadap isi informasi yang
diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut. Bab | adalah Bab Pendahuluan
yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan metode penelitian.

Bab Il adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi pengertian Anak, pengertian
Hak-Hak Anak, pengertian Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, pengertian
Lembaga Advokasi Anak, Bentuk-Bentuk Advokasi, Tujuan Pemberian Advokasi,
Batasan Umum tentang Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dan
Pertanggungjawaban Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Batas Usia
Pertanggungjawaban Anak dalam dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan
Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab |11 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang bagaimana Peran
lembaga advokasi anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang
melakukan tindak pidana dan Kendala yang dialami oleh lembaga advokasi anak
dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana

Bab 1V Penutup, berisi kesimpulan dan saran penulis terhadap permasalahan

yang diteliti.
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